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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimana tanggungjawab hukum investasi 
asing dalam perjanjian pinjam nama (nominee) 
dan bagaimana tanggungjawab hukum 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dari investasi asing dengan perjanjian 
pinjam nama atau nominee yang dengan 
metode penelitian hukum normatif 
disimpulkan: 1. Tanggungjawab hukum 
perusahan asing yang melakukan perjanjian 
pinjam nama atau nominee, sangat berimplikasi 
terhadap investasi modal asing dalam program 
pembangunan dan  pelaksanaan hukum 
penanaman modal di Indonesia, dalam proses 
perjanjian tersebut di kategorikan sebagai 
tindakan bertanggung-jawab yang dilakukan 
oleh para pihak,  karena apabila tidak mengikuti 
persyaratan perundangan yang berlaku, maka 
perbuatan investasi asing tersebut merupakan 
perbuatan yang melawan hukum. 2. Perjanjian 
Pinjam Nama (nominee), harus memenuhi 
persyaratan dalam perjanjian sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu 
sepakat mengikatkan diri dan cakap. Pengertian 
cakap yaitu cakap hukum (bekwaanheid) yang 
dapat diartikan para pihak mengetahui 
konsekuensi hukum apabila tindakan yang 
dilakukan melawan hukum. Kecakapan/cakap 
yaitu: sanggup dan mampu melakukan sesuatu; 
serta mempunyai kemampuan dan kepandaian 
untuk mengerjakan sesuatu. Dalam 
melaksanakan perjanjian ada 3 (tiga) faktor 
yang mempengarui sehingga mempunyai 
kecakapan bertindak dalam hukum yaitu: 
Faktor Psikologis (kejiwaan); Faktor Fisiologis 
(keadaan fisik) dan Faktor Lingkungan Hidup. 
Kata kunci: investasi asing; nominee; pinjam 
nama; 
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A.  Latar Belakang 
Berkaitan dengan kebijakan nasional untuk 

investasi asing, maka investasi terutama 
diperoleh dari disektor-sektor: pertambangan; 
suplai listrik, gas dan air; metal, mesin, industri 
elektronik; real estate, industry estate, office 
building; industry, farmasi dan kimia; insdustri 
makanan; transportasi, pergudangan dan 
telekomunikasi; produksi pangan; perdagangan 
dan jasa lainnya.3  Uraian di atas tentang 
Penanaman Modal Asing di Indonesia tidak 
lepas dari penjanjian pinjam nama atau 
nominee. Perjanjian dilakukan terutama 
investasi asing dalam ruang wilayah untuk 
pengembangan investasi yang berwawasan 
lingkungan yang berkelanjutan.  
 
B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tanggungjawab hukum 
investasi asing dalam perjanjian pinjam 
nama (nominee) ? 

2. Bagaimana tanggungjawab hukum 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dari investasi asing 
dengan perjanjian pinjam nama atau 
nominee ? 

 
C.   Metode Penelitian 

metode pendekatan yang digunakan adalah 
yuridis normatif. 
 
PEMBAHASAN 
A. Tanggungjawab Hukum Investasi Asing 

dalam Perjanjian Pinjam Nama (Nominee). 
Membahas tanggungjawab hukum dalam 

suatu perjanjian, berawal dari sahnya suatu 
perjanjian. Dalam menentukan perjanjian 
tersebut sah, maka memperhatikan syarat-
syarat perjanjian seperti yang tertulis dalam 
KUHPerdata.  

Syarat Sahnya Perjanjian menurut Pasal 
1320 KUHPerdata diperlukan 4 (empat) syarat 
yaitu: 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan 
dirinya; 

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 
3) Mengenai suatu hal tertentu; dan 
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4) Suatu sebab yang halal. 4 
Adapun 2 (dua) syarat yang pertama, 

disebut syarat dinamakan syarat subjektif 
karena mengenai orang-orang atau subjeknya 
yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua 
syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif  
karena mengenai perjanjian sendiri atau 
objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan 
itu. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut 
maka dapat di kategorikan perjanjian tersebut 
merupakan wanprestasi artinya tidak 
memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti 
yang telah ditetapkan dalam perikatan Pasal 
1239 KUHPerdata. Tidak dipenuhinya 
kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua 
kemungkinan alasan,  
yaitu : 

1. Karena alasan debitur, baik sengaja atau 
tidak dipenuhinya kewajiban maupun 
karena kelalaian; 

2. Karena keadaan memaksa (overmacht) 
atau (force majeure)diluar kemampuan 
debitur. 

Sedangkan terjadinya Wanprestasi dan 
kelalaian seorang debitur dapat berupa tiga 
keadaan, yaitu: 

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama 
sekali; 

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak 
baik atau keliru; 

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak 
tepat waktunya atau terlambat. 5 

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa 
persetujuan kedua belah pihak atau karena 
alasan-alasan yang cukup menurut undang-
undang dan harus dilaksanakan dengan itikad 
baik.6 

Uraian di atas memberikan bahasan bahwa 
suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
lain/lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian 
perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, 
atau suatu tindakan yang dilakukan para pihak. 

                                                           
4
 Lihat: Pasal 1320 KUH Perdata. 

5
 Subekti. Hukum Perjanjian. Intermasa. Jakarta.2005. Hal. 

17 
6
 Abdulkadir Muhammad. Op.Cit. Hal 302. 

 

Perbuatan yang terkait dengan perjanjian 
merupakan perbuatan hukum atau tindakan 
hukum, karena perbuatan tersebut membawa 
akibat hukum bagi para pihak yang 
memperjanjikan.  

Pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan oleh 
satu orang atau lebih terhadap satu orang lain 
atau lebih. Olehnya untuk adanya suatu 
perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak 
yang saling berhadap-hadapan dan saling 
memberikan pernyataan yang cocok/pas satu 
sama lain, dan pihak tersebut adalah orang 
atau badan hukum.  

Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian 
terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak 
yang satu kepada pihak yang lain. Dalam 
perjanjian ini orang terikat kepada akibat 
hukum yang muncul karena kehendaknya 
sendiri. Agar suatu Perjanjian dapat menjadi 
sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus 
memenuhi syarat-syarat sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:  

1. sepakat mereka yang mengikatkan 
dirinya; Kata “sepakat” tidak boleh 
disebabkan adanya kekhilafan mengenai 
hakekat barang yang menjadi pokok 
persetujuan atau kekhilafan mengenai 
diri pihak lawannya dalam persetujuan 
yang dibuat terutama mengingat dirinya 
orang tersebut; adanya paksaan dimana 
seseorang melakukan perbuatan karena 
takut ancaman (Pasal 1324 KUHPerdata); 
adanya penipuan yang tidak hanya 
mengenai kebohongan tetapi juga 
adanya tipu muslihat (Pasal 1328 
KUHPerdata). Terhadap perjanjian yang 
dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan 
alasan-alasan tersebut, dapat diajukan 
pembatalan.  

2. cakap untuk membuat perikatan; Para 
pihak mampu membuat suatu perjanjian. 
Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa 
para pihak telah dewasa, tidak dibawah 
pengawasan karena perilaku yang tidak 
stabil dan bukan orang-orang yang dalam 
undang-undang dilarang membuat suatu 
perjanjian.  

Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1330 
KUHPerdata dalam menentukan yang tidak 
cakap untuk membuat perikatan yaitu:  

1. Orang-orang yang belum dewasa  
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2. Mereka yang ditaruh dibawah 
pengampuan  

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal 
yang ditetapkan oleh undang-undang, 
dan pada umumnya semua orang 
kepada siapa undang-undang telah 
melarang membuat perjanjian-
perjanjian tertentu. 7 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, 
berdasarkan kajian pasal-pasal yang menjadi 
syarat sahnya suatu perjajian menjadi alasan 
dalam tanggungjawab oleh para pihak yang 
bersepakat untuk mengikatkan diri dengan 
perjajian tersebut, sedangkan apabila 
melanggar ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata, 
maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah 
dan tidak berlaku dikaitkan karena pelaksanaan 
perikatan dalam bentuk perjanjian dilakukan 
oleh orang yang belum dewasa, masih di bawah 
pengawasan atau menurut ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku saat ini. 

Tentang tanggung jawab yang berkaitan 
dengan perjanjian pinjam nama atau nominee, 
sangat berdampak hukum apabila perjanjian itu 
di kategorikan sebagai tindakan pelaksanaan 
perjanjian yang tidak bertanggung-jawab yang 
dilakukan oleh para pihak apabila, perbuatan 
tersebut berimplikasi terhadap perbuatan yang 
melawan hukum. 

Perjajian Pinjam Nama (nominee), harus 
memenuhi persyarat dalam perjanjian sesuai 
yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu 
sepakat mengikatkan diri dan cakap. Pengertian 
cakap yaitu cakap hukum (bekwaanheid) yang 
dapat diartikan dimana para pihak mengetahui 
konsekwesi hukum apabila tindakan yang 
dilakukan. Kecakapan/cakap yaitu sanggup 
melakukan sesuatu; mampu; dapat; 
mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk 
mengerjakan sesuatu. Faktor-faktor yang 
mempengarui kecapakan antara lain: Psikologis 
(kejiwaan); Fisiologis (keadaan fisik) dan 
Lingkungan. 

Kecakapan  seseorang  bertindak  di  dalam  
hukum  atau  untuk  melakukan 
perbuatan  hukum  ditentukan dari telah  atau 
belum  seseorang  tersebut dikatakan dewasa 
menurut hukum.  Kedewasaan seseorang 
merupakan tolak ukur  

                                                           
7
 Lihat: Pasal 1330 KUH Perdata. 

dalam  menentukan  apakah  seseorang  ters
ebut  dapat  atau  belum  dapat  dikatakan 
cakap bertindak untuk melakukan suatu 
perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang 
menunjuk  pada  suatu  keadaan  sudah  atau  b
elum  dewasanya  seseorang  menurut  
hukum  untuk  dapat  bertindak  di  dalam  huku
m  yang  ditentukan  dengan  batasan umur. 
Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi 
syarat agar seseorang dapat dan boleh 
dinyatakan sebagai  cakap bertindak dalam 
melakukan segala perbuatan hukum.  Hukum 
perdata di Indonesia sebagai akibat dari 
warisan  zaman kolonial  dikaitkan dengan 
golongan penduduk sehingga berlaku 
bermacam-macam patokan umur dewasa bagi 
masing-masing golongan penduduk. Menurut 
pasal 2 KUH Perdata manusia menjadi 
pendukung hak dan kewajiban dalam hukum 
sejak ia lahir sampai ia meninggal. Tetapi 
Undang-undang menentukan tidak semua 
orang sebagai pendukung hukum (recht) adalah 
cakap (bekwaan) adalah kriteria umum yang di 
hubungkan dengan keaadaan diri seseorang, 
sedangkan berwenang (bevoegd) merupakan 
kriteria khusus yang di hubungkan dengan 
suatu perbuatan atau tindakan tertentu. 
Seseorang yang cakap belum tentu berwenang 
tetapi yang  berwenang sudah pasti cakap. 

Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian 
pinjam nama (nominee) untuk pengelolaan 
lingkungan hidup, maka tindakan kecakapan 
dan tanggungjawab dalam hukum perjanjian 
pinjam nama atau nominee, menjadi prasyarat 
utama, pada saat para pihak melakukan proses 
perijinan dalam perencanaan pemananfaatan 
dan pengelolaan lingkungan hidup.  

Persayarat Undang-undang menentukan 
bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum, 
seseorang harus telah cakap dan berwenang, 
telah dewasa, sehat pikiranya (tidak di bawah 
pengampuan). Menurut pasal 1330 KUH 
Perdata seseorang telah dewasa apabila telah 
berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum 
mencapai umur tersebut. 

Kecakapan untuk berbuat dan kewenangan 
bertindak menurut hukum ini adalah 
di  benarkan dalam ketentuan Undang-undang 
itu sendiri, yaitu: 

1.   Seseorang  anak yang belum dewasa 
(belum mencapai umur 21 tahun) dapat 
melakukan seluruh perbuatan hukum 
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apabila telah berusia 20 tahun dan telah 
mendapat surat pernyataan dewasa 
(venia aetatis) yang di  berikan oleh 
presiden, setelah mendengar nasihat 
Mahkamah Agung (pasal 419 dan 420 
KUH Perdata). 

2.  Anak yang berumur 18 tahun dapat 
melakukan perbuatan hukum tertentu 
setelah mendapat surat pernyataan 
dewasa dari pengadilan, (pasal 426 KUH 
Perdata). 

3.  Seseorang  yang berumur 18 tahun dapat 
membuat surat wasiat . (pasal 897 KUH 
Perdata). 

4.  Orang  laki-laki yang telah mencapai 
umur 15 tahun dan perempuan 
yang  telah berumur 15 tahun dalam 
melakukan perkawinan, (pasal 29 KUH 
Perdata). 

5.  Pengakuan anak dapat di lakukan  oleh 
orang  yang  telah berumur 19 tahun, 
(pasal 282 KUH Perdata). 

6. Anak yang telah berumur 15 tahun dapat 
menjadi saksi. (pasal  1912) KUH 
Perdata). 

7. Seseorang yang  telah di taruh di bawah 
pengampuan karena boros dapat: 
a. Membuat surat wasiat (pasal 446 KUH 

Perdata). 
b. Melakukan perkawinan. (pasal 452 

KUH Perdata). 
8. Istri  cakap bertindak dalam hukum 

dalam hal: 
a. Dituntut dalam perkara pidana, 

menuntut perceraian perkawinan, 
pemisahan meja dan ranjang  serta 
menuntut pemisahan harta kekayaan. 
(pasal 111 KUH Perdata).  

b. Membuat surat wasiat. Pasal (118 
KUH Perdata). 8 

Kecakapan  bertindak  merupakan  kewenan
gan  umum  untuk  melakukan 

 tindakan  hukum.   
Setelah  manusia  dinyatakan  mempunyai  k

ewenangan  hukum maka selanjutnya kepada 
mereka diberikan kewenangan untuk 
melaksanakanhak 
dan  kewajibannya  oleh  karenanya  diberikan 
kecakapan bertindak.  Di  satu  sisi 
manusia  adalah  subyek  hukum  sebagai  peng

                                                           
8
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emban  hak  dan  kewajiban  hukum 
yang  kemudian  diejawantahkan  ke  dalam  be
ntuk  kewenangan  hukum.   

Terkait 
dengan  hak  terdapat  kewenangan  untuk  me
nerima,  sedangkan  terkait  dengan 
kewajiban  terdapat  kewenangan  untuk  bertin
dak  (disebut  juga  kewenangan bertindak). 
Kewenangan  hukum  dimiliki  oleh  semua  ma
nusia  sebagai  subyek hukum, sedangkan 
kewenangan bertindak dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, misalnya faktor usia, status 
(menikah atau belum), status sebagai ahli 
waris, dan lain-lain. 

Perjanjian nominee atau trustee adalah 
perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu 
perjanjian yang menggunakan nama warga 
negara Indonesia dan pihak warga negara 
Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada 
warga negara asing untuk bebas melakukan 
perbuatan hukum terhadap tanah yang 
dimilikinya. 9 

Pengertian penguasaan tanah, adalah 
pengertian dalam Hukum Tanah sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. 
(UU No. 5 Tahun 1960). Kata sebutan “tanah” 
dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu 
pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh 
UUPA. Dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa Atas 
dasar hak menguasai dari Negara…ditentukan 
adanya macam-macam hak atas permukaan 
bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang. 

Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah 
dalam pengertian yuridis adalah permukaan 
bumi.  Sedang hak atas tanah adalah hak atas 
sebagian tertentu permukaan bumi, yang 
berbatas, diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang dengan hak-hak yang disediakan oleh 
UUPA, untuk digunakan atau dimanfaatkan. 
Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan 
hak-hak tersebut.  Oleh karena itu hak-hak atas 
tanah bukan hanya memberikan wewenang 
untuk mempergunakan sebagian tertentu 

                                                           
9
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permukaan bumi yang bersangkutan, yang 
disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang 
ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada 
di atasnya.  

Kewenangan warga negara asing dalam 
melaksanakan investasi asing telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 
2007 tentang Investasi Asing, dimana dalam 
penjelasannya disebutkan bahwa penanaman 
modal harus menjadi bagian dari 
penyelenggaraan perekonomian nasional dan 
ditempatkan sebagai upaya untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 
pembangunan ekonomi berkelanjutan, 
meningkatkan kapasitas dan kemampuan 
teknologi nasional, mendorong pembangunan 
ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem 
perekonomian yang berdaya saing. 

Hak, kewajiban, dan tanggungjawab 
penanam modal diatur secara khusus guna 
memberikan kepastian hukum, mempertegas 
kewajiban penanam modal terhadap 
penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang 
sehat, memberikan penghormatan atas tradisi 
budaya masyarakat, dan melaksanakan 
tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan 
tanggungjawab penanam modal diperlukan 
untuk mendorong iklim persaingan usaha yang 
sehat, memperbesar tanggung jawab 
lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban 
tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan 
penanam modal terhadap peraturan 
perundang-undangan.  

Bahasan mengenai penanaman modal asing 
untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-
undang di atas menjadi tanggungjawab 
bersama antara pemerintah dan pihak investor, 
namun disisin lain pelaksanaan investasi asing 
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
hak kepemilikan akan tanah yaitu hak milik dan 
tidak bertentangan dengan perjanjian antara 
para pihak.  

Pemerintah memberikan kewenangan 
kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal 
pada dasarnya memperkuat peran badan 
tersebut guna mengatasi hambatan 
penanaman modal, meningkatkan kepastian 
pemberian fasilitas kepada penanam modal, 
dan memperkuat peran penanam modal. 
Peningkatan peran penanaman modal tersebut 

harus tetap dalam koridor kebijakan 
pembangunan nasional yang direncanakan 
dengan tahap memperhatian kestabilan makro 
ekonomi dan keseimbangan ekonomi antar 
wilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok 
masyarakat, mendukung peran usaha nasional, 
serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan 
yang baik (good corporate governance).10   

Dengan demikian maka tanggungjawab 
hukum dalam perjajian pinjam nama berkaitan 
dengan penanaman modal asing menjadi 
tanggungjawab pemerintah dalam hal ini yaitu 
Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan 
Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman 
Modal, apabila dalam pelaksanaan perijinan 
dan penanaman modal asing tidak dilaksanakan 
tata kelola yang baik. 

 
B. Tanggungjawab Hukum Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dari 
Investasi Asing. 
Pelaksanaan pembangunan di Indonesia 

masih melakukan pinjaman dari negala maju 
termasuk lembaga-lembaga keuangan dunia 
seperti Bank Dunia, ADB, IMF, dan lembaga 
lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut 
maka pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal.   

Penanaman modal adalah kegiatan dalam 
menanamkan modal baik dalam maupun dari 
luar negeri. Indonesia merupakan Negara yang 
memiliki sumber daya yang melimpah dari 
perikanan, peternakan, kehutanan, maupun 
pertambangan. Sumber daya alam yang 
melimpah tidak semuanya dapat dimanfaatkan 
tanpa harus diolah karena perlu adanya 
pembangunan infrastruktur sarana dan 
prasaran untuk mengolahnya baik dari pihak 
swasta maupun dari pihak pemerintah. 
Penanaman modal asing sangat membantu 
industrialisasi dalam pembentukan modal dan 
menciptakan kesempatan kerja yang lebih 
besar. Modal asing tidak hanya berwujud uang 
dan mesin tetapi juga ketrampilan teknik. Peran 
modal asing sangat mendorong pengusaha 
daerah untuk bekerja sama dengan pihak asing. 
Modal asing memperkuat sektor Negara 
maupun swasta sehingga peran penanaman 
modal asing sangat dibutuhkan.   

                                                           
10

 Lihat: Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 
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Kegiatan pembangunan di Indonesia dengan 
bantuan modal asing disemua sector dan 
khususnya pada pembangunan infrastruktur 
tidak lepas dari permasalahan lingkungan 
hidup. Sehingga diperlukan kajian-kajian 
lingkungan untuk meminimalisasi dapat yang 
terjadi. Kajian lingkungan dapat dilakukan 
berupa: 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS, 
Analisisi Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan 
Audit Lingkungan. Kegiatan kajian 
lingungan merupakan tanggungjawab yang 
wajib dari pengusaha yang melakukan kegiatan 
diseluruh wilayah Indonesia. 

Asas dan Arah kebijakan Lingkungan telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 2 UU 32 Tahun 
2009 disebutkan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, dilaksanakan berdasarkan 
asas: 

a.  tanggung jawab negara; 
b.  kelestarian dan keberlanjutan;  
c.   keserasian dan keseimbangan;  
d.  keterpaduan; 
e.   manfaat; 
f.   kehati-hatian; 
g.   keadilan; 
h.  ekoregion; 
i.   keanekaragaman hayati; 
j.   pencemar membayar; 
k.  partisipatif; 
l.   kearifan lokal; 
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan  
n.  otonomi daerah. 11 
Berkaitan dengan keterangan dalam pasal 2 

di atas, maka pelaksanaannya dengan tata 
kelola pemerintahan yang baik, adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
dimaknai oleh prinsip partisipasi, transparansi, 
akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. Sedangkan 
yang dimaksud dengan asas otonomi daerah 
adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman 

                                                           
11

 Lihat: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang PPLH. 

daerah dalam bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI).12 

Selanjutkan tanggungjawab dari 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dituangkan 
dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 1997, yaitu: 
Pengelolaan lingkungan hidup yang 
diselenggarakan dengan asas tanggung  jawab 
negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat 
bertujuan untuk  mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan   hidup dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 
dan pembangunan masyarakat Indonesia 
seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.13 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 
pola pembangunan lingkungan hidup di 
Indonesia dalam konteks pengelolaan 
lingkungan hidup adalah pembangunan 
berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana 
yang memadukan aspek lingkungan hidup, 
sosial dan ekonomi ke dalam strategi 
pembangunan untuk menjamin keutuhan 
lingkungan hidup serta keselamatan, 
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 
generasi masa kini dan generasi masa depan. 14 

Sebagai bagian dari tanggungjawab investor 
asing dalam menanamkan modalnya di 
Indonesia, wajib mentaati dan mengikuti 
ketentuan berinvestasi dan melaksanakannya. 
Khusus di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, maka ketentuan yang 
berhubungan dengan perijinan sesuai dengan 
sector pengelolaannya seperti bidang sumber 
daya alam pertambangan, kehutanan, 
perkebunan, perikanan, infra-struktur, dan lain-
lain. Olehnya untuk tanggungjawab lingkungan 
telah diatur dalam Pasal-pasal yang 
berhubungan dengan persayaratan analisis 
resiko lingkungan.  

Analisis resiko lingkungan adalah sebagai 
dampak negative dari suatu tindakan manusia 
ataupun alam. Pemahaman adanya resiko ini 
dapat membuat seorang pertimbangan yang 
lebih hati-hati dalam bertindak atau berbuat, 
dengan demikian orang tersebut akan memiliki 

                                                           
12

 Hadin Muhjad. Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar 
untuk Konteks Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta 
2015. Hal. 22 
13

 Lihat: Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
14

 Hadin Musjad. Op.Cit. Hal. 15. 
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kemungkinan tingkat keselamatan yang lebih 
tinggi dari pada orang yang tidak memikirkan 
tentang resiko sebelum ia bertindak. Berbagai 
bentuk risiko dapat saja terjadi seperti risiko 
politik, atau risiko legal, risiko teknologi, risiko 
lingkungan, risiko finansial, dan lain sebagainya. 
15 

Salah satu instrument dalam mencegah 
risko sejak awal berinvestasi yaitu pihak 
investor wajib melakukan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS). KLHS sebagaimana 
dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 
pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 
disebutkan bahwa:  

Kajian lingkungan hidup strategis, yang 
selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian 
analisis yang sistematis, menyeluruh, dan 
partisipatif untuk  memastikan bahwa 
prinsip pembangunan berkelanjutan telah 
menjadi dasar dan terintegrasi dalam 
pembangunan suatu wilayah dan/atau 
kebijakan, rencana, dan/atau program. 16 

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 di atas, maka 
KLHS adalah penguatan instrument pencegahan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. 
Sebagai bagian dari substansi KLHS kajian diatur 
dalam Pasal 16 antara lain: 

a. kapasitas daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup untuk 
pembangunan;  

b. perkiraan mengenai dampak dan risiko 
lingkungan hidup;  

c. kinerja layanan/jasa ekosistem;  
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;  
e. tingkat kerentanan dan kapasitas 

adaptasi terhadap perubahan iklim; dan  
f. tingkat ketahanan dan potensi 

keanekaragaman hayati. 17  
Selain kewajiban perusahan melakukan 

KLHS, maka sebelum melaksanakan kegiatan 
haris dilakukan kajian lingkungan berupa 
Analisis Mengenai Dampak Lingungan (AMDAL), 
sebelum memperoleh Ijin Lingkungan dari 
Pemerintah,dengan syarat hasil kajian AMDAL 
dapat diterima. Sebagaimana termuat dalam 
Pasal 1 angka 11 disebtkan bahwa: 

Analisis mengenai dampak lingkungan 
hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah 

                                                           
15

 Ibid., Hal. 78 
16

 Lihat: Bab I. Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 10. UU 32 
Tahun 2009. 
17

 Lihat: Pasal 16 UU 32 Tahun 2009  

kajian mengenai dampak penting suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang  direncanakan pada 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan  keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 18 

Penjelasan Pasal 21 bahwa yang dimaksud 
dengan kerusakan lingkungan hidup yang 
berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau 
lahan adalah pengaruh perubahan pada 
lingkungan hidup yang berupa kerusakan 
dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang 
berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau 
lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha 
dan/atau kegiatan. Dengan demikian apabila 
terjadi kerusakan terhadap wilayah atau daerah 
kegiatan perusahan, maka pihak perusahan 
harus bertanggungjawab dengan pembuktian 
terbalik, yang memastikan akibat dari 
perusakkan lingkungan tersebut.  

AMDAL, merupakan instrument kebijakan 
lingkungan yang penting bagi proses 
pengambilan keputusan tentang izin oleh 
instansi yang bertanggungjawab terhadap 
rencana kegiatan yang mempunyai dampak 
penting terhadap lingkungan. Dalam Undang-
Undang 32 Tahun 2009, dokumen AMDAL tidak 
dimaksudkan sebagai persyaratan izin usaha, 
seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2007, akan tetapi Dokumen AMDAL 
bersama Rencana Pengelolaan Lingkungan 
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan 
(RPL) merupakan dokumen yang dijadikan 
dasar penetapan keputusan kelayakan 
lingkungan hidup dalam hal ini disebut Izin 
Lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 
1 angka 35 sebagai berikut: 

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan 
kepada setiap orang yang  melakukan 
usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau 
UKL-UPL dalam  rangka perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat  untuk memperoleh izin usaha 
dan/atau kegiatan. 19 

Selanjutnya untuk memperoleh Izin 
Lingkungan, maka setiap perusahaan wajib 
mengajukan Analisis Lingkungan seperti 
termuat dalam Pasal 22, disebutkan bahwa: 

                                                           
18

 Lihat: Pasal 1 angka 11, UU Nomor 32 Tahun 2009 
tentang PPLH.  
19

 Lihat: Pasal 1 angka 35 UU Nomor 32 Tahun 2009 
tentang PPLH. 
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Setiap usaha dan/atau kegiatan yang 
berdampak penting terhadap lingkungan hidup 
wajib memiliki amdal. 20 

Sebagai upaya tanggungjawab lingkungan 
maka diperlukan upaya pengelolaan lingkungan 
hidup dan upaya pemantauan lingkungan 
hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, 
adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap 
usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak 
penting terhadap lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 

Keterkaitan antara tanggungjawab 
lingkungan hidup dengan Penataan Ruang 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007, maka KLHS menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dalam menjaga fungsi lingkungan. 
Hal penataan ruang diatur dalam Pasal 19 ayat 
(1) dan ayat (2) sebagai berikut: 

1) Untuk menjaga kelestarian fungsi 
lingkungan hidup dan keselamatan 
masyarakat, setiap perencanaan tata 
ruang wilayah wajib didasarkan pada 
KLHS.  

2) Perencanaan tata ruang wilayah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan memperhatikan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup. 21 

Berkaitan dengan pasal tersebut di atas 
dengan Penataan Ruang dengan pendekatan 
nilai strategis sebagai pelaksanaan dalam 
program pembangunan. Kegiatan yang 
melibatkan investasi atau penanaman modal 
asing, penting untuk melakukan pengkajian 
berdasarkan pendekatan strategis. Pendekatan 
strategis penataan ruang Penataan ruang 
dengan pendekatan nilai strategis kawasan 
dimaksudkan untuk mengembangkan, 
melestarikan, melindungi dan/atau 
mengkoordinasikan keterpaduan 
pembangunan nilai strategis kawasan yang 
bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan 
yang berhasil guna, berdaya guna, dan 
berkelanjutan.  

Penetapan kawasan strategis pada setiap 
jenjang wilayah administratif didasarkan pada 
pengaruh yang sangat penting terhadap 
kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, 

                                                           
20

 Lihat: Pasal 22 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. 
21

 Lihat: Pasal 19 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. 

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, 
termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai 
warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan 
negara, pertahanan, dan keamanan lebih 
ditujukan bagi penetapan kawasan strategis 
nasional, sedangkan yang berkaitan dengan 
aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, 
yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan 
strategis nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota, diukur berdasarkan 
pendekatan ekternalitas, akuntabilitas, dan 
efisiensi penanganan kawasan yang 
bersangkutan. 

Sebagai tanggungjawab pengelolaan 
lingkungan dari investor asing yang 
menanamkan modal di Indonesia, wajib 
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahan atau Corporate Social Responsibility 
(CSR) yang telah diatur dalam perundangan di 
Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau 
Tanggungjawab Sosial Perusahaan, memiliki 
beragam definisi, namun pada hakekatnya 
memiliki makna yang sama. Beberapa ahli 
mencoba mendefinisikan CSR atau tanggung 
jawab sosial perusahaan melalui berbagai sudut 
pandang. Menurut Yusuf Wibisono dalam 
bukunya yang berjudul Membedah Konsep & 
Aplikasi Corporate Social Responsibility 
mengemukakan bahwa: Corporate Social 
Responsobility (CSR) secara erimologis 
diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial 
perusahaan. Dalam konteks lain, Corporate 
Sosial Responsibility kadang juga disebut 
tanggung jawab sosial korporasi, atau tanggung 
jawab dunia usaha. 22 

Tanggung Jawab Sosial Perusahan atau 
corporate social responsibility (CSR) pada 
dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi 
korporat untuk dapat berinteraksi dengan 
komunitas lokal sebagai bantuan masyarakat 
secara keseluruhan. Kebutuhan korporat untuk 
beradaptasi dan guna mendapatkan 
keuntungan sosial dari hubungannya dengan 
komunitas lokal, sebuah keuntungan sosial 
berupa kepercayaan (trust). CSR tentunya 
sangat berkaitan dengan kebudayaan 
perusahaan dan etika bisnis yang harus dimiliki 
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oleh bdaya perusahaan, karena untuk 
melaksanakan CSR diperlukan suatu budaya 
yang didasari oleh etika yang bersifat adaptif.  23 

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang perseroan terbatas Bab V Pasal 
74, Corporate Social Responsibility (CSR) 
disebutkan dengan istilah tanggung jawab 
sosial dan lingkungan, walaupun tidak 
dijelaskan secara lebih lanjut pengertian dari 
tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut. 
Konsep Efektifitas Ahli sosiologi menitik 
beratkan efektifitas pada kemanfaatan 
bersama. Dalam kamus sosiologi karangan 
Soerjono Soekanto membedakan dua 
pengertian yang sering disamakan artinya yaitu 
efektifitas dan efesiensi. Efektifitas adalah taraf 
sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai 
tujuannya, sedangkan efesiensi adalah:  

1. Pencapaian tujuan secara maksimal 
dengan sarana terbatas,  

2. Dari keluarga aktual terhadap keluarga 
standar,  

3. Derajat pencapaian tujuan.  
Kemudian efektifitas pada intinya 

mengungkapkan suatu hasil pencapaian atas 
sesuatu yang diperoleh melalui pengukuran. 
Lebih lengkap lagi didalam kamus istilah 
kependudukan dan keluarga berencana 
dijelaskan bahwa Efektifitas yaitu: 

1. Alat pencapaian tujuan; 
2. Hasil yang dapat dicapai dibandingkan 

dengan hasil yang memungkinkan untuk 
dicapai (idealnya); 

3. Hasil yang dapat dicapai (diproduksi) 
seseorang pada tingkat kualitas tertentu. 
( kamus istilah kependudukan dan 
keluarga berencana). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, efektifitas 
berfungsi sebagai sebuah alat yang digunakan 
untuk pencapaian tujuan. Pernyataan ini 
hampir sama dengan penjelasan yang 
mengungkapkan bahwa efektifitas lebih 
mengarah pada keberhasilan dalam mencapai 
tujuan atau sasaran dengan memanfaatkan 
sumber yang tersedia. 24 

Tanggungjawab Sosial Perusahaan/CSR 
merupakan kepedulian perusahaan yang 
didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan 

                                                           
23

 Bambang Rudito dan Melia Famiola. CSR (Corporate 
Social Responsibility) Rekayasa Sains. Bandung. 2013. Hal. 
1 
24

 Jurnal Unpad. Op.Cit. Hal. 239     

istilah triple bottom lines, yaitu Profit, 
perusahaan tetap harus berorientasi untuk 
mencari keuntungan ekonomi yang 
memungkinkan untuk terus beroperasi dan 
berkembang. People, perusahaan harus 
memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan 
manusia. Perusahaan harus peduli terhadap 
lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman 
hayati. Kini semakin diakui bahwa perusahaan 
sebagai pelaku bisnis, tidak akan bisa terus 
berkembang jika menutup mata atau tidak mau 
tahu dengan situasi dan kondisi lingkungan 
sosial tempat ia berdiri. Dalam kaitan itulah 
penerapan Tanggungjawab Sosial 
Perusahaan/CSR dipandang sebagai sebuah 
keharusan. 

Implementasinya, kegiatan tanggungjawab 
sosial atau CSR merupakan kegiatan dalam 
bentuk memberi bantuan kepada masyarakat 
yang membutuhkan dan sekaligus bagian dari 
kegiatan kegiatan bisnis perusahan. Sehingga 
kegiatan CSR sering dikaitkan dengan kegiatan 
kehumasan dan community development (CD). 
 Sebagai kegiatan dalam perusahan 
bisnis, muncul konsep baru yang mengkaitkan 
CSR dengan bisnis sendiri yaitu CSR dapat 
berjalan berdampingan dengan kegiatan usaha, 
dan disisi lain dapat membagi-bagikan 
keuntungan untuk kesejahteraan, membangun 
komunitas, membuat kominitasnya lebih 
mandiri dan sehat, dan di sisi lain mereka 
menjadi pasar bagi perusahaan.25 

Kebijakan yang berhubungan dengan 
Tanggungjawab Sosial Perusahan/ Coporate 
Social Responsibility (CSR) dan Lingkungan 
diatur dalam Undang Undang UU Nomor 40 
Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (PT), 
dalam Pasal 74 disebutkan  bahwa: 

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam wajib 
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan.  

2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kewajiban Perseroan yang 
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksanaannya 
dilakukan dengan memperhatikan 
kepatutan dan kewajaran.  

                                                           
25

 Ibid, Hal. 239. 
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3) Perseroan yang tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 26 

Ketentuan pasal di atas bertujuan untuk 
tetap menciptakan hubungan Perseroan yang 
serasi, seimbang, dan sesuai dengan 
lingkungan, nilai, norma, dan budaya 
masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan 
Perseroan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya alam adalah 
Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola 
dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang 
dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya yang berkaitan dengan 
sumber daya alam” adalah Perseroan yang 
tidak mengelola dan tidak memanfaatkan 
sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya 
berdampak pada fungsi kemampuan sumber 
daya alam.  

Berdasarkan uraian di atas, maka 
tanggungjawab investor asing terhadap 
lingkungan hidup merupakan kewajiban 
perusahan yang menanamkan modalnya di 
Indonesia sesuai amanat yang telah tertuang 
dalam peraturan perundang-undangan antara 
lain: Perusahan berkewajiban menyusun Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan 
menyusun Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL), untuk memperoleh Ijin 
Lingkungan serta melaksanakan 
Tanggungjawab Sosial Perusahan atau Coporate 
Social Responsibility, sehingga keberadaan 
perusahan dalam masyarakat dapat 
memberikan aspek positif terhadap investasi 
dan membantu kesejahteraan masyarakat dan 
menghindari aspek negative seperti perusakan 
dan pencemaran lingkungan. 
 
PENUTUP 
A.   Kesimpulan 

1. Tanggungjawab hukum perusahan asing 
yang melakukan perjanjian pinjam nama 
atau nominee, sangat berimplikasi 
terhadap investasi modal asing dalam 
program pembangunan dan  pelaksanaan 

                                                           
26

 Lihat: Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perusahan Terbatas. 

hukum penanaman modal di Indonesia, 
dalam proses perjanjian tersebut di 
kategorikan sebagai tindakan 
bertanggung-jawab yang dilakukan oleh 
para pihak,  karena apabila tidak 
mengikuti persyaratan perundangan 
yang berlaku, maka perbuatan investasi 
asing tersebut merupakan perbuatan 
yang melawan hukum.  

2. Perjanjian Pinjam Nama (nominee), harus 
memenuhi persyaratan dalam perjanjian 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
1320 KUHPerdata yaitu sepakat 
mengikatkan diri dan cakap. Pengertian 
cakap yaitu cakap hukum (bekwaanheid) 
yang dapat diartikan para pihak 
mengetahui konsekuensi hukum apabila 
tindakan yang dilakukan melawan 
hukum. Kecakapan/cakap yaitu: sanggup 
dan mampu melakukan sesuatu; serta 
mempunyai kemampuan dan kepandaian 
untuk mengerjakan sesuatu. Dalam 
melaksanakan perjanjian ada 3 (tiga) 
faktor yang mempengarui sehingga 
mempunyai kecakapan bertindak dalam 
hukum yaitu: Faktor Psikologis 
(kejiwaan); Faktor Fisiologis (keadaan 
fisik) dan Faktor Lingkungan Hidup. 

 
B. Saran 

1. Sudah seharusnya Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007, sepenuhnya 
segera ditinjau kembali untuk 
memasukkan substansi yang 
membolehkan Investor Asing melakukan 
Perjanjian Pinjam Nama (Nominee), 
dengan tidak menyampingkan syarat 
perjanjian sebagaimana diatur dalam 
Kitab Undang Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata). Setiap investasi dengan 
modal asing yang telah melakukan 
Perjanjian Pinjam Nama, dapat 
memperoleh kompensasi apabila secara 
sukarela melakukan perbaikan perjanjian 
dengan mengikuti peryaratan perjanjian 
baku yang baru sesuai perundangan yang 
berlaku.  

2. Sebelum berlakunya perubahan 
perundangan yang baru tentang 
Penanaman Modal Asing, dengan 
memasukkan substansi investor asing 
dapat melakukan perjanjian pinjam nama 
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(nominee), maka Pemerintah dapat 
melindungi investor dengan persyaratan, 
khususnya bagi investor asing yang 
melakukan kegiatan investasi dalam 
bidang pemanfaatan sumberdaya alam 
dengan menerapkan konsep 
Pembangunan Berkelanjutan sebagai 
Tanggungjawab Lingkungan Hidup. 
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